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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang 

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam 

mengawasi penyiaran pada media penyiaran di Sumatera Barat maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam 

mengawasi isi siaran pada media penyiaran di Sumatera Barat adalah 

melakukan pengawasan isi siaran melalui pemantauan langsung oleh 

tenaga pemantau selama 24 jam dengan mengawasi, menonton, 

mendengarkan dan menganalisis tayangan pada siaran lokal di 

Sumatera Barat. Selanjutnya KPID Sumatera Barat melakukan 

monitoring dan evaluasi (monev) ke daerah-daerah diluar Kota 

Padang. Monev ini dilakukan karena KPID Sumatera Barat tidak 

dapat melakukan pemantauan langsung siaran televisi maupun radio 

yang berada di luar Kota Padang karena keterbatasan jangkauan 

siaran. Selain itu KPID Sumatera  Barat juga melibatkan masyarakat 

dalam pemantuan isi siaran. KPID melakukan sosialisasi, deklarasi 

dan membentuk masyarakat peduli penyiaran baik itu dikalangan 

pelajar, pemuda, Ormas dan masyarakat umum. Keikutsertaan serta 

partisipatif masyarakat ini sangat membantu KPID dalam melakukan 

pengawasan karena keterbatasan sumber daya manusia KPID untuk 
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pantauan isi siaran ini. Dengan cara inilah KPID dapat meningkatkan 

kualitas penyiaran di Sumatera Barat. 

2. KPID sangat berperan dalam mengawasi perizinan pada media 

penyiaran di Sumatera Barat, karena untuk mendirikan sebuah 

lembaga penyiaran harus mendapatkan izin dulu dari KPID, jika tidak 

adanya izin penyelenggara penyiaran maka sebuah lembaga penyiaran 

tidak dapat beroperasi. Terlebih dahulu harus memenuhi dan 

melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan. Selain itu, KPID 

Sumatera Barat melakukan pengecekan pada lembaga penyiaran yang 

sudah habis masa izinnya dan belum memperpanjang izin tersebut.  

3. Pelanggaran yang dilakukan media penyiaran yang mendapat sanksi 

oleh KPID Sumatera Barat paling banyak dilakukan oleh Stasiun 

Padang TV baik itu melakukan pelanggaran terkait rokok, 

pelanggaran pemilu, pelanggaran waktu siaran. Dan siaran yang 

paling banyak dilanggar adalah siaran tentang Pemilu yang tayang 

sebelum jadwal kampanye diberlakukan, selain itu pelanggaran juga 

dilakukan melebihi durasi waktu siaran tentang pemilu seperti yang 

dilakukan oleh Sushi FM tentang iklan kampanye, Arbes FM tentang 

iklan kampanye, Padang TV tentang segmentasi khusus kampanye, I 

News Sumbar dan Radio Solok Citra juga melakukan pelanggaran 

pemilu. Selain itu pelanggaran yang banyak terjadi terkait penayangan 

rokok yang tidak diblurkan. Pelanggaran ini sudah dilakukan oleh 

NET Padang, Padang TV dan Indosiar Padang. 
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Tindak lanjut yang dilakukan oleh KPID Sumatera Barat terhadap 

pelanggaran tersebut adalah memberikan sanksi Administratif kepada 

siaran dan lembaga penyiaran yang telah melakukan pelanggaran. 

Sanksi administratif ini berupa pemberian surat teguran tertulis kepada 

lembaga yang melanggar seperti teguran tertulis pada Padang TV, 

NET TV, Indosiar Padang, SCTV Padang, Radio Solok Cita, Radio 

Arbes FM, Tran7 Padang, Trans TV Padang. Sementara untuk 

pelanggaran pemilu KPID ikut melakukan pengawasan pemilu, jika 

terdapat pelanggaran maka KPID akan menyerahkannya kepada 

Bawaslu, Bawaslu yang menentukan tayangan tersebut melanggar 

atau tidaknya melalui rapat bersama yang dihadiri juga oleh KPID 

Sumatera Barat. KPID memberikan sanksi administratif kepada 

lembaga penyiaran, sementara Bawaslu memberikan sanski kepada 

partai dan caleg tersebut. 

B. Saran  

1. Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat supaya 

lebih meningkatkan kinerjanya agar terciptaya penyiaran yang 

berkualitas dan penyiaran yang sehat di Sumatera Barat. 

2. Kepada media penyiaran agar selalu memperhatikan siarannya sesuai 

dengan pedoman dan tuntunan yang sudah ditetapkan agar tidak 

terjadi lagi pelanggaran yang dapat merusak tatanan masyarakat dan 

lembaga penyiaran tunduk dan patuh pada KPID dan UU yang 

berlaku. 
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3. Kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi penyiaran di 

Sumatera Barat karena keterbatasan SDM KPID tidak dapat 

mengawasi penuh penyiaran di luar kota Padang. Untuk itu 

masyarakat hendaknya ikut andil dan kritis terhadap tayangan yang 

disiarkan oleh lembaga penyiaran dan tayangan lokal di Sumatera 

Barat. 

 

 

 

 

 

 

 


